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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, 

penulis dapat menyimpulkan  sesuai  rumusan  masalah yang terkait sebagai 

berikut : 

1. Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam 

perlindungan preventif hak-hak masyarakat asli Papua yang berdasarkan 

pada UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusu bagi  Provinsi Papua 

belum  terealisasi secara baik di dalam masyarakat asli Papua. Hal ini 

dapat terlihat dengan sebagaian hak-hak masyarakat asli Papua belum 

sepenuhnya mendapatkan perlindungan, walaupun secara khusus sudah 

adanya Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 

Provinsi Papua yang menjadi landasan dalam setiap kewenangan yang 

diambil oleh pemerintah daerah Provinsi Papua. akan tetapi kewenangan 

itu masih terbatas hanya pada tingkat Peraturan perundang-Undangan. 

2. Faktor penghambat dalam implementasi kewenangan daerah Provinsi 

Papua dalam perlindungan preventif hak-hak masyarakat asli Papua 

berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 

Provinsi Papua yaitu kewenagan yang diberikan kepada pemerintah daerah 

Provinsi Papua hanya terbatas pada pembentukan PERDASUS dan 

108 

 

 



109 
 

PERDASI sehingga hal ini berpengaruh pada setiap kewenangan yang 

dibuat Pemerintah Provinsi Papua dalam perlindungan hak-hak 

masyarakat asli Papua. UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Papua ada beberapa pasal yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak 

masayarakat  asli Papua perlu ditinjau kembali karena belum secara baik 

menjelaskan mengenai hak-hak masyarakat sli Papua.  Selain itu  UU No 

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusu Papua perlu di revii agar sesuai 

dengan perkembangan masyarakat asli Papua. 

3. Upaya yang dapat dilakukandalam dalam implementasi kewenangan 

daerah Provinsi Papua dalam perlindungan preventif hak-hak masyarakat 

asli Papua berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

bagi Provinsi Papua yaitu dengan memberikan kewenangan  yang seluas-

luasnya kepada pemerintah Provinsi Papua dalam dalam menjalankan 

pemerintahannya selain itu UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua perlu di revisi dan pasal yang mengenai 

perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua ditinjau kembali agar sesuai 

dengan perkembangan masyarakat asli Papua dengan tetap melihat dari 

adat budaya yang hidup dalam masyarakat ali Papua 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang ada pada penelitian ini, 

penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Dalam Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua 

dalam perlindungan preventif hak-hak masyarakat asli Papua yang 
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berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 

Provinsi Papua maka Pemerintah Daerah Provinsi Papua perlu segera 

mengsahkan UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Pemerintah 

Pengganti UU No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU N0.21 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusu Papua menjadi Undang-Undang agar dalam 

pelaksanaannya memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya segera perlu 

disahkannya PERDASUS dan PERDASI yang telah ditetapkan sehingga 

tidak menghambat pada prosese pembangunan dalam rangka perlindungan 

hak-hak masayarakat asli Papua.  

2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam menjalankan kewenanganya 

perlu membuat pengaturan yang jelas dalam hal pembagian kewenangan y 

diantara setiap instasi-instasi pemerintahan, agar dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawab dari setiap instasi pemerintahan dapat berjalan dengan 

baik. Selain itu juga dalam pembentukan Perdasus dan Perdasi perlu 

melihat pada perkembangan masyarakat asli Papua agar setiap Perdasu 

dan Perdasi yang dikeluarkan dapat terealisasi dengan baik di 

masayarakat. 

3. Majelis Rakyat Papua perlu membuat pengaturan yang jelas dan 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya  dalam menjalankan 

implementasi perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua. Selain itu juga 

perlu adanya publikasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Majelis Rakyat Papua dalam perlindungan hak-hak masayarakt asli Papua 

agar dapat diketahui masyarakat asli Papua 
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